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BUPATI LAMPUNGSELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

Mengingat

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai

dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan
dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk
pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2019, maka perlu
dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun
1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6
Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam
Lingkungan Daerah Tingkat [ Sumatera Selatan Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1959 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400j;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049j;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 43575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada DPRD, dan Informasi Laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6177);
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Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik I[ndonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 60357);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
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Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan  Evaluasi Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk
Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 5
Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 11);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
2253);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
123 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 465);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan  Keuangan Daerah  serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 701);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
tentang kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor J;

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Nomor 16};

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Menetapkan ¢

dan
BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula
berjumlah Rp. 2.209.512.854.800,00 bertambah sejumlah Rp.24.036.071.476 ,00
sehingga menjadi Rp.2.233.548.926.276,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. semula

2. bertambah
Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 2.233.948.926.2706,00

b. Belanja
1. semula

2. bertambah

Jumlah belanja setelah perubahan

Rp. 2.209.512.854.800,00
Rp. 24.036.071.476,00

Rp. 2.362.017.974.009,00
Rp. 37.024.810.289,12

Rp. 2.399.042.784.298,12

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp.
(163.493.858.022,12)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan

a)] semula
b) bertambah

Rp. 176.667.119.209,00
Rp. 12.988.738.813,12

Jumlah penerimaan pembiayaan
setelah perubahan Rp. 189.655.858.022,12



(1)

2. Pengeluaran Pembiayaan

a) semula Rp. 24.162.000.000,00

b) bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah

perubahan Rp. 24.162.000.000,00

Jumlah Pembiayaan netto setelah

perubahan Rp. 165.493.858.022,12

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah

perubahan Rp. 0,00
Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp. 260.646.027.800,00

2. Bertambah Rp. 16.260.033.581,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah

perubahan Rp. 276.906.061.381,00
b. Dana Perimbangan

1. semula Rp.1.437.509.612.000,00

2. bertambah Rp. 2.121.075.614,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah

perubahan Rp. 1.439.630.687.614,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. semula Rp. 511.357.215.000,00

2. bertambah Rp. 5.654.962.281.00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah

yang Sah setelah perubahan Rp. 517.012.177.281,00

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pendapatan:
a. Pendapatan Pajak Daerah

1. semula Rp. 130.030.000.000,00

2. bertambah Rp. 8.400.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 138.430.000.000,00
b. Hasil Retribusi Daerah

1. semula Rp. 11.030.030.000,00

2. bertambah Rp. 1.060.125.000,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 12.090.155.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. semula Rp. 7.000.000.000,00

2 bertambah Rp. ~ 1.900.000.000,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan setelah perubahan Rp. 8.900.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1. semula Rp. 112.585.997.800,00

2. bertambah Rp. 4.899.908.581,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah setelah perubahan Rp. 117.485.906.381,00



(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

—

jenis pendapatan:
a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1. semula Rp. 24.815.907.000,00

2. bertambah Rp. 915.075.614.,00

Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

setelah perubahan Rp. 25.730.982.614,00

b. Dana Alokasi Umum

1. semula Rp. 1.045.928.234.000,00

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum perubahan Rp. 1.045.928.234.000,00

c. Dana Alokasi Khusus
1. semula Rp. 366.765.471.000,00
2. bertambah/(berkurang) Rp. 1.206.000.000,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp. 367.971.471.000,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pendapatan Hibah

1. semula Rp. 99.391.400.000,00

2. bertambah Rp. 3.354.962.281,00

Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp. 102.746.362.281,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

1. semula Rp. 116.100.000.000,00

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

setelah perubahan Rp. 116.100.000.000,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. semula Rp. 295.865.815.000,00

2. bertambah/(berkurang) Rp 0.00

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

setelah perubahan Rp. 295.865.815.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1. semula Rp. 0,00

2. bertambah Rp. 2.300.000.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau

Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan  Rp. 2.300.000.000,00

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung

1. semula Rp. 1.271.265.344.048,00

2. berkurang Rp. (1.323.517.909.,90)

Jumlah Belanja Tidak Langsung

setelah perubahan Rp. 1.269.941.826.138,10
b. Belanja Langsung

1. semula Rp. 1.090.752.629.961,00

2. bertambah Rp. 38.348.328.199,02

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 1.129.100.958.160,02



(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis belanja :

a.

Belanja Pegawai

1. semula Rp. 852.957.414.950,00

2. berkurang Rp. (12.327.545.109,90)

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 840.629.869.840,10
. Belanja Bunga

1. semula Rp. 3.200.000.000,00

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp. 3.200.000.000,00

Belanja Hibah

1. semula Rp. 29.021.400.000,00

2. bertambah Rp. 1.730.720.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 30.752.120.000,00
. Belanja Bantuan Sosial

1. semula Rp. 1.000.000.000,00

2. bertambah Rp. 10.327.559.500,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial

setelah perubahan Rp. 11.327.559.500,00
. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1. semula Rp. 10.579.502.250,00

2. bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintah Desa setelah Perubahan Rp. 10.579.502.250,00

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintah Desa

1. semula Rp. 370.619.938.000,00

2. bertambah Rp. 888.065.700,00

Jumlah Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintah Desa setelah perubahan Rp. 371.519.003.700,00
. Belanja Tidak Terduga

1. semula Rp. 3.887.088.848,00

2. berkurang Rp. (1.953.318.000,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 1.933.770.848,00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
belanja:
a. Belanja Pegawal

1. semula Rp. 127.357.493.852,00

2. berkurang Rp. 1.960.58 1 .328.00

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 129.318.075.180,00
. Belanja Barang dan Jasa

1. semula Rp. 436.165.778.024,00

2. bertambah Rp. 4.299.249.178.02

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah

perubahan Rp. 440.465.027.202,02
. Belanja Modal

1. semula Rp. 527.229.358.085,00

2. bertambah Rp. 32.088.497.693,00

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 559.317.855.778,00



(1)

Pasal 4

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan Pembiayaan

1. semula Rp. 176.667.119.209,00

2. bertambah Rp. 12.988. 738 813,12

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah

perubahan Rp. 189.655,858.022,12
b. Pengeluaran Pembiayaan

1. semula Rp. 24.162.000.000,00

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah

perubahan Rp. 24.162.000.000,00

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a terdiri
dari jenis pembiayaan:
a. S1ILPA Tahun Anggaran Sebelumnya

1. semula Rp. 176.667.119.209,00

2. bertambah Rp: 12.973.738.813,12

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya

setelah perubahan Rp. 189.640.858.022,12
b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1. semula Rp. 0,00

2. bertambah Rp. 15.000.000,00

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya

setelah perubahan Rp. 15.000.000,00

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis pembiayaan :
a. Pembayaran Pokok Utang

1. semula Rp. 24.162.000.000,00

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah

perubahan Rp. 24.162.000.000,00
Pasal 5

Uraian lebih lanjut  Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri darti:

Lampiran [ : Ringkasan Perubahan APBD;

Lampiran I . Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan

Daerah dan Organisasi,

Lampiran III . Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran [V . Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan,;

Lampiran V . Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah
dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;



Lampiran VI . Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per

jabatan;

Lampiran VII . Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang

Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun
Anggaran ini;

Lampiran VIII . Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dapat

melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya
diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya

memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan
tidak diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan
yvang disebabkan oleh keadaan darurat.

L

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana
dimeksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan

cara :

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja
program kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk

keperluan mendesak, dengan kriteria sebagai berikut :

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum
tercapai dalam tahun anggaran berjalan;

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat;

c. kegiatan yang diamanatkan oleh perundang-undangan;

d. kegiatan wajib mengikat;

e. penanggulangan bencana alam.

Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat dan
mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) terlebih dahulu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan.

Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 15 Agustus 2019
Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANZO
Diundangkan di Kalianda

pada tanggal 15 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

FREDY SM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 02 / 890 /LS/2019



